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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganilisis pengaturan perompakan kapal
berdasarkan hukum internasional dan perlindungan hukum yang diberikan Indonesia bagi WNI
(Warga Negara Indonesia) yang menjadi perompakan kapal Orkim Harmony. Jenis penelitian
yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, maka pendekatan yang dipakai dalam penelitian
ini adalah pendekatan kasus, dan pendekatan undang-undang, sumber hukum yang digunakan
adalah bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang
digunakan dengan teknik analisis dan dibahas secara deskrptif. Hasil penelitian menunjukan
bahwa (1) Dalam pasal 100-107 UNCLOS 1982 perompakan merupakan tindak kekerasan yang
melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan pribadi, sedangkan menurut IMO,
tindakan kejahatan yang dilakukan pada wilayah yurisdiksi suatu negara dikategorikan sebagai
perompakan senjata, (2) Perlindungan hukum yang diberikan Indonesia bagi WNI (Warga
Negara Indonesia) yang menjadi perompak kapal Orkim Harmony adalah dalam bentuk
pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan, perlindungan secara politis, hingga
perlindungan melalui kerjasama.
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ABSTRACT

This study aims to determine and analyze ship piracy arrangements based on international
law and legal protection provided by Indonesia for Indonesian citizens who become pirates of
Orkim Harmony. This type of research is a type of normative research, the approach used in this
study is a case approach, and the law approach, the source of law used is primary, secondary,
and tertiary legal materials. Legal material collection techniques used by analysis techniques
and discussed in a descriptive manner. The results showed that (1) In articles 100-107 of
UNCLOS 1982 piracy was an unlawful act of violence to meet personal needs and goals,
whereas according to the IMO, criminal acts committed in the jurisdiction of a country were
categorized as arms piracy, (2) Protection Indonesian law provided for Indonesian citizens who
become pirates of the Harmony Orkim is in the form of providing legal assistance, providing
humanitarian assistance, political protection, and protection through cooperation.
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